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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas maritim kelautan yang

lumayan besar dimana transperupakan sarana transportasi utama

agaimana dimaksud Undang-Undang

Republik Indinesia i "‘P"E ]IM;U f}' 4 4’ Pelayaran adalah Negara
/: AN ~

kepulauan yahgd bereiri Nus: '%'l‘!.;ﬁ” "}4

74
N [

Penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi

namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan
pembangunan serta hasil-hasilnya. Pelayaran yang mempunyai karakteristik dan
keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dengan memperhatikan sifatnya yang
padat modal, sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik di

dalam negeri maupun di luar negeri.
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Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki
17.504 pulau yang membentang dari Sabar sampai Merauke dengan panjang garis
pantai kurang lebih 81.000 Km serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta Km?
Sebagai Negara kepulauan oleh konferensi PBB yang di akui oleh dunia
Internasional maka Indonesia terleak pada posisi silang yang sangat strategis di
antara Benua Asia dan Benua Austidlia peranan laut sangat penting sebagai
pemersatu bangsa serta "‘/ r.~ konsekuensinya pemerintah
berkewajiban atas /(; p-f? MUHd’I ;04\ penegakan hukum baik
terhadap ar -/ O'-% {.&F;K AS1,, *{b\QL

, E .-;,_
\\\d h&f

" .» h 24

alur pelayaran yang ama nya. Pengaturan merupakan
tangung jawab pemerintah dan kita bersama sebagai penguasa, pengelola, serta
pengguna atas laut untuk itu maka perlu ditetapkan fungsi wilayah perairan guna
pemanfaatansumberdaya alam agar idak saling mengganggu anatr kegiatan

pengelolaan laut yang dapat menimbulkan dampak lingkungan khususnya

kecelakaan terhadap transportasi laut dengan menetapkan alur dan pelinasan
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melalui pelaksanaan penandaan terhadap bahaya kenavigasian serta
pemuktakhiran kondisi perairan melalui kegiaan survey hidrografi dan kemudian
diumumkan ke dunia pelayaran.

Undang-Undang (UU) nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang

selanjunya disebut UU pelayaran elah mengamanatkan setiap pengoprasian kapal

dan pelabuhan, wajib menemm pefsyaratan keselamaan dan keamanan serta

perlindunganlingkun

gan ]
/vn:p,q Mu uﬂh hatian pemerintah dan
Qfa “\P‘ KASS oy

N4 - ’.\\\.:iﬂ hf/ '
.3'}"\”‘%

terjadi  bert
tenggelamnya " 2" Sejehtera di Te : abaya pada oktober
2015 lalu yan va lebiii dari 100 penu erengut nyawa 97
penumpang. Tak berhenti disana, tenggelamnya KM Samudera Jaya 1 diperairan
Ketapang pada 14 Desember 2015 dan LKM Arief Sosial yang tenggelam di selat
Karimata pada 15 Desember 2015, dan yang terakhir yaitu tenggelamnya KM
Mariana di Teluk Bone pada 19 Desember 2015 dengan rute Kolaka siswa yang

merengut sekitar 77 jiwa didalamnya.
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Peristiwa ini menjadi catatan buruk indonesia bagi dunia pelayaran
khususnya mengenai keselamaan dan keamanan pelayaran Indonesia.
Keselamatan pelayaran menjadi sangat penting sebab selama ini tidak ditangani
dengan serius. Bahkan faktor keselamatan seringkali diabaikan. Hal ini haruslah

menjadi prioritas pemerintah menyusul dengan adanya kebijakan presiden

Republik Indonesia yaitu me slonesia sebagai poros maritim.

Provinsi Sulawesi _S#é \'\ provinsi di Indonesia yang
secara geoggrafis=+; *"‘tp“" MUH-- :l> angat besar. Provinsi
Sulawesi ‘/<;"’6 I\Khslsgﬁ'? \ 5

/ o \\d‘l y‘/A w
e w _ﬁqu

r
Akgnya-ads

Pelabuhan Bira merupakan penghubungan antara Kabupaten Bulukumba

dengan Kabupaten Selayar yaitu dipelabuhan Pamatata. Kegiatan pelayaran antara
kedua pelabuhan tersebut pun tak luput dari musibah. Tercatat pada tahun 2009,
KM Dharma Manggala mengalami musibah tidak jauh dari pelabuhan Tanjung

Bira. Cuaca buruk kerapkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pelayaran
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dan kurangnya koordinasi antara petugas pelabuhan dengan awak kapal. Tentu
saja ini merupakan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam
menjaga keselamatan pelayaran.

Pemerintah berkewajiban dalam menjaga keselamatan pelayaran untuk

menciptakan industri transportasi laut yang kuat, yang dapat berperan sebagai

penggerak pembangunan nasional a"-: belakang di atas maka penelii

tertarik untuk mengangk

dikemukakan di atas, adapun
tujuan penelitianini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap keselamatan pelayaran pada

transportasi laut di kecamatan bontobahari kabupaten bulukumba.
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2. Untuk mengetahui prosedur pelayanan kepelabuhan terhadap keselamatan
pelayaran pada transportasi laut di kecamatan bontobahari kabupaten
bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

1.  Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk melatih dalam penyusunan

karya ilmiah dan sebagai bahah:fmplementasi ilmu yang dipelajari semasa
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemerintahan

1. Pengertian Peran Pemerintafi

kebijaka

birokrasi,
pemerintahan,
pemerintahan dilandasi oleh adanya bentuk legalitas dari pemerintahan yang
berkuasa. Jika perubahan mendasar terjadi pada konsentrasi tersebut yang
memfokus pada perubahan sistem, ditandai dengan terjadinya perubahan yang
mendasar pada alat gerak pemerintahan itu sendiri ( konstitusi ). Hal ini dapat
dilihat dari sistem berpemerintahan di Indonesia mulai dari pasca kemerdekaan,

orde lama, orde baru dan pasca reformasi.
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Pemerintahan dalam artiannya adalah organisasi yang memiliki kekuasaan
untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang termasuk dalam
sistem transportasi yang pada kenyataannya merupakan sarana untuk memenuhi

kebutuhan pokok yang akan menjamin jalannya kehidupan manusia pemerintah

sebagai aparatur Negara merupake ,'vang dapat memberikan pengaruh yang

uat dalam mengatu i/ )
kuat dal g f-‘(ﬁ\s MUHAM

tidak lepas da

Keputusan Menteri (Kepme
tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK),
Peraturan Daerah (Perda) dan lin-lain. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk
menentukan konsep dalam peyusunan kebijaksanaan / kebijakan yang mengacu

pada hal-hal berikut.

a.  Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi
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b.  Konsistensi dengan kebijaksannan yang lain yang berlaku
c.  Berorientasi ke masa depan

d.  Berpedoman pada kepentingan umum

e.  Jelas dan tepat serta transparan

f. Dirumuskan secara tertulis.

benuhi dalam

kapal untuk diikat (lashing)hingga persoalan penempatan barang yang tidak
sesuai ataupun yang kurang baik, kelebihan muatan penumpang dan minimnya
perawatan yang diberikan kepada transportasi laut yang digunakan dapat

menimbulkan dan menyebabkan rawannya terjadi kecelakaan transportasi laut.
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Untuk mengendalikan keselamatan pelayaran secara international sebagai
berikut, International Convention for Safety of Life at Sea(SOLAS), 1974
sebagaimana telah disempurnakan : aturan international ini menyangkut
ketentuan-ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi sebagai syarat utama

setiap transportasi laut yang beroperasi. Standarisasin kapal juga merupakan hal

amatan dan keamanan pelayaran
chjamin keselamatan penumpang

yang sangat penting untuk memn At

yang dilakukan oleh pi

- transpic c‘m‘ ., ggris yang

i“"’\\ . ela /= pekerjaan

ﬁ ausie atau barang dari

menggunakan mesin Simbolon (2003:2) “salah satu angkutan oleh masyarakat
hadir dalam berbagai bentuk, usaha pribadi, dalam koperasi sampai dalm bentuk
usaha badan hukum. Demikian juga peran dari pemerintah seperti pembangunan
sarana dan prasarana transportasi melakukan berbagai kajian, penyusuna peraturan
serta pendirian perusahaan strategis dibidang kereta api, perkapalan dan

penerbangan”. Transportasi bukan hanya diperkotaan, tetapi juga didaerah
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pedesaan atau antar keduanya. Sarana transportasi guna menghubungkan kota

dengan desa atau sebaliknya desa dengn perkotaan.

2. Transportasi Laut

Kamus besar bahasa indonesia mendifinisikan kapal sebagai kendaraan

kapal pengangkut penumpang dan barang dilaut sungai dan sebagainya. Kapal

diartikan sebagai kendaraan ai /\’\- dan jenis tertentu, yang digerakkan

dengan tenaga angin .3 ikl @ I i‘ ain, ditarik atau ditunda,
'K«-i'"l'\i
N‘ e SAp
\\w“ l’i‘ ,, fa
e

RN R
Sioal. mells

“‘fsmmm

lebih murah jika-dibandingka jan n innyz

3. Karekteristik dan Keunggulan Transportasi Laut

Pelayaran diperairan daratan merupakan salah satu angkutan orang dan atau
barang tertua yang ekonomis dan berwawasan lingkungan dan untuk daerah
pedalaman bisa jadi menjadi satuOsatunya modal angkutan untuk akses ke pasar

dan kegiatan sosial lainnya. Modal angkutan dapat berupa rakit bambu sampai
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kapal bermotor yang bisa beroperasi di sungai kecil, danau sampai sungai besar.

Karakteristik utama pada transportasi laut adalah sebagai berikut :

a.  Perairan pedalaman merupakan koridor yang mencakup beberapa
wilayah kabupaten/kota bahkan provinsi. Sehingga langkah yang

diambil oleh daerah yang satu dengan daerah lainnya harus

App =2
Kh& ’”ff dengan modal jalan
P 44:.

1.... l!.w,*( ,}

?"-{\ ya -o'-&; r,p

pelayaran

tan barang,

dengan menetapkan tarip untuk penggunaan alur pelayaran seperti yang dilakukan
di Ambang Barito. Secara teknis, karakteristik angkutan perairan daratan
memberikan keunggulan kepada moda tersebut untuk bersaing dengan modal lain.
Keunggulan-keunggulan penggunaan angkutan diperairan daratan tersebut antara

lain:



a.

b.

. Amat " cocok
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Pada daerah yang mempunyai sunagi yang bisa digunakan untuk
ransportasi, maka tidak perlu dibangun infrastuktur baru selain dermaga
bongkar muat karena telah tersedia secara alami. Di India, dengan
panjang  jalur  transportasi yang  sama, biaya  untuk

mengembangkanangkutan perairan daratan hanya sekitar 5% hingga

10% dari biaya v gkan jalan tol 4 ataupun membangun
jaringan kereta ¢

W/ nS MUK,

\ &
& KASS,

dikembangkan di sungai-sungai besar Indonesia;

Mampu mengangkut secara langsung dari angkutan perairan laut dalam
ke perairan daratan dan sebaliknya;

Mampu mengangkut dengan volume bear, sepanjang kedalaman dan

lebar alur sesuai dengan kapal yang digunakan;
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h. Penggunaan bahan bakar lebih efisien, walaupun semakin tinggi
kecepatan kapal penggunaan bahan bakar akan meningkat secara
eksponsional, sehingga angkutan perairan lebih sesuai untuk barang
dengan nilai rendah dan volume basar;

Hubungan antara konsumsi bahan bakar dengan kecepatan kapal jarak

tempuh untuk mengangkut "\.. an dengan konsumsi bahan bakar yang

sama. Pada sisi lain, karakie

‘ aifan daratan juga mempunyai
kelemahan antara 4FS MUH d>

Aksebilitas rendahrkarena-terkadang dijangkau dari jalan;
i.  Ada kecendrungan angkutan untuk over capacity;
]. Investasi tinggi untuk kapal baru;
k.  Tingkat kenyamanan yang rendah untuk angkutan penumpang;
I.  Budaya yang konservatif dan tradisional pada operasional penyediaan

jasa angkutan perairan daratan;
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m. Peran yang kecil (modal share) pada sistem transportasi; dan
n.  Waktu operasi terbatas karena pada malam hari sulit berlayar dengan
sarana bantu navigasi yang terbatas

4.  Demand & Supply Transportasi Laut di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayah daratannya dipisahkan

h -

f.-*.,q“ﬂhs MUHA#

';.e-b;tp.wnsrs,q...

* \%&hﬁ/’

m al el

e l:“.“k

irwi\ . | {gg

ps

.A-::.m,.‘l

S
N9

a. Demand Transportasi Laut di Indonesia

Perbedaan hasil produksi atas komoditi barang dari satu daerah dengan
daerah lainnya memicu terjadinya perpindahan atau pergerakan barang untuk
dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sementara adanya perpindahan atau

pergerakan (movement) dari penumpang dan barang merupakan dasar terjadinya



24

perdagangan. Adanya bisnis perdaganagn baik didalam maupun liar negeri
(Export &Import)ymempengaruhi permintaan jasa angkutan laut di Indonesia
karena angkutan laut menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam
melakukan aktivitas pengiriman barang.

Produksi angkutan laut Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan,
seiring meningkatnya produksi lau pesia maka jumlah muatan yang tersedia
untuk angkutan laut jug / Stigp tahunnya. Setiap tahunnya
produksi angkatan ‘p‘c’ MUHW \

\k PK#S S .,-3

\}\d‘lhl.f

dldalam maupun
4\, ‘P{} il1g atan yang

hada akhir

c) Kebijakan ekonomi(tarif pajak, bunga dlil) yang dikeluarkan

d)  Struktur ekonomi

2)  Faktor Politik
a) Terjadinya peperangan
b)  Adanya aliansi politik

c)  Preference terhadap Negara tertentu



25

3)  Faktor Teknologi
a)  Teknologi transportasi laut

b)  Teknologi telekomunikasi

Beberapa faktor diatas menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam

permintaan demand transportasi laut.

ya semakin
emakin - menurun
Dalam asas cabotage yang
mewajibkan pengangkutan komuditas antar-pulau di Indonesia menggunakan
kapal berkendara Indonesia secara bertahap hingga tahun 2010. Dengan adanya
asas cabotage armada kapal nasional dapat tumbuh dan perlahan mengambil alih
pasar pengiriman barang di dalam negeri yang sempat dikuasai oleh armada kapal

asing.
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Adanya peranan pemerintah dalam industri pelayaran antara lain dengan
mengeluarkan Inpres Nomor 5 tahun 2005 kemudian disusul dengan UU
Pelayaran nomor 17 tahun 2008, membuat pertumbuhan armada nasional menjadi

semakin tinggi sedangkan untuk armada kapal asing pertumbuhannya menjadi

minus (-) karena jumlahnya yang telah jauh berkurang.

n pertumbuhan

4’ a0an p
‘%.\

5.  Prasarana dan Saran Transportasi Laut

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jembatan, Undang-Undang no. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, PP 61
tahun 2009 tentang kepelabuhan, Jembatan / Pelabuhan sebagai salah satu
prasarana Transportasi yang mempunyai peranan dalam hal distribusi ekonomi

mulai dari yang berskala lokal, regional maupun nasional yang bertujuan untuk
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mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakya dan meningkatnya tarap
kehidupan masyarakat. Bidang Prasarana Pelabuhan mempunyai arah kebijakan
membangundan mengembangkan jaringan prasarana transportasi, terutama daerah
Hinterland untuk meningkatkan dan memperlancar arsu mobilitas orang dan

barang terutama hasil produksi yang dihasilkan daerah tersebut.

Prasarana

tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelenggaraannya. Pelabuhan juga dapat di
definisikan sebagai daerah perairan yang terlindung dari gelombang laut dan

dilengkapidengan fasilitas terminal meliputi

1) Dermaga, tempat di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar

2) Crane, untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang
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3) Gudang laut (transito), tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau

yang akan dipindah ke kapal.

Adisasmita (2013: 53) jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul
yang berwujud pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran.

Pelabuhan laut dibedakan berdasarkan peran, fungsi dan klasifikasi serta jenis.

2)  Pelabuhan international (utama sekunder) adalah pelabuhan uatama
yang memilki peran dan fungsi melayani kegiatan dan alih muat
penumpang dan barang nasionala dalam volume yang reltive besar.

3) Pelabuhan nasional (utama tersier) adalah pelabuhan utama yang
meliki peran dan fungsi melayani kegiatan dan alih muat penumpang

dan barang nasional dan dapat menangani semi container dengan
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volume bingkar sedang dengan memperhatikan kebijakan dalam
pemerataan pembangunan nasioanal dan meningkatkan pertumbuhan
wilayah.

4)  Pelabuhan regional adalah pelabuhan pengumuman primer yang
berfungsi khususnya melayani kegiatan dan alih muat penumpang dan

barang angkuta
S

jumlah kecil dan jangkauan pelayaran

dalam

airan yang
pada satu

lokasi / 3 : . lui arah dan

elamatan operasi kapal
dilingkungan tetitorial pelabuhan haruslah ditentukan oleh faktor utama Lasse
(2014: 153) “hal yang sangat mempengaruhi keselamatan operasi kapal yaitu
kondisi internal yang ada dikapal dan kondisi eksaternal kapal berupa lingkungan

kenavigasian”. Maka hal tersebut sangatlah penting untuk menjadi perhatian
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utama bagi keselamatan operasional kapal yang dijalankan. Adapun beberapa

sarana transportasi laut antara lain sebagai berikut:
1) Kapal

Kapal, adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang dilaut (sungai

dsb) seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup

besar untuk membawa perak f/\ﬂ ekoci. Sedangkan dalam istilah

N ﬁ?"' N
fpgut /llt\\_‘

Seperti besi/baja karena kebutuhan manusia akan kapal yang kuat untuk
penggeraknya manusia pada awalnya menggunakan dayung kemudian angin
dengan bantuan layar, mesin uap setelah muncul revolusi industri dan mesin
diesel serta Nulir. Beberapa penelitian memunculkan kapal bermesin yang
berjalan mengambang di atas air seperti Hovercraft dan Eakroplane. Serta kapal

yang digunakan didasar lautan yakni kapal selam.
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Berabad-abad kapal digunakan untuk mengangkut penumpan dan barang
sampai akhirnya pada awal abad ke-20 ditemukan pesawat terbang yang mampu
mengangkut barang dan penumpang dalam waktu singkat maka kapal pun
mendapat saingan berat. Namun untuk kapal masih memilki keunggulan yakni

mampu mengangkut barang dengan tonase yang lebih besar sehingga lebih

banyak didominasi kapal ni
dialinkan menjadi kapal pes

er sedangkan kapal penumpang banyak

1
Ko Ay
i di Venesia, keda

relatif datar, dengan ukuran sekitar 3,5 hingga 4,5 meter yang digunakan sebagai
alat transportasi sungai dan danau atau menagkap ikan. Sampan dapat
mengangkut penumpang 2 — 8 orang, tergantung ukuran sampan. Sampan ada
kalanya memilki atap kecil dan dapat digunakan sebagai tempat tinggal permanen

di perairan dekat darat. Sampan biasanya tidak digunakan untuk berlayar jauh dari
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daratan karena jenis perahu ini tidak memilki perlengkapan untuk menghadapi

cuaca yang buruk.

3. Konsep Keselamatan Pelayaran

1. Definisi Keselamatan Pelayaran

Keselamatan pelayaran termasuk kedalam upaya

penanggulanganmusibah/kece 't/\'f- termasuk factor diluar kapal

bersifat pencegaha j’ P‘S Elﬁ J ht 4 "\ pelayaran adalah segala
: “ P&“L ﬁk s 44’ ‘? a wdengan tindakan
I\ i 4’ 0 o
= \\i‘ ll;f//

i 2o g’ .

Keselamatan pelayaran telah diatur oleh lembaga Internasional yang

mengurus atau menangani hal-hal yang terkait dengan keselamatan jiwa, harta
laut, serta Kkelestarian lingkungan. Lembaga tersebut dinamakan dengab
International Matitime Irganization (IMO) yang bernaung dibawah PBB. Salah

satu faktor penting dalam mewujudkan keselamatan pelayaran dan kelestarian
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lingkungan laut adalah keterampilan, keahlian dari manusia yang terkait dengan
pengoperasian darialat transportasi (kapal) di laut, karena bagaimanapun
kokohnya konstruksi suatu kapak dan betapapun cangginya teknolhi baik sarana

bantu maupun perlatan yang ditempatkan di atas kapal tersebut kalau dioperasikan

manusi yang tidak mempunyai keterampilan/keahlian 80% dari kecalakaan di laut

mempertimbangkan jumlah partai, jenis, ukuran, dan setiap muatan penggabungan
compabilyty muatan yang sifatnya bermacam-macam dan bertentangan”. Hal

tersebut menjadi pengertian yang sangat penting untuk diperhatikan.
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2.  Penyebab Kecelakaan Kapal

Kecelakaan angkutan laut menelan banyak korban jiwa dan harta benda
terjadi silih berganti dalam beberpa tahun belakangan ini. Ada beberapa penyebab

terjadinya kecelakaan kapal diantaranya:

a.  Faktor manusia merupakan,faktor yang paling besar seperti terjadinya

Kecerobohan di da r/\ rangnya kemampuan awak kapal

3. Perangkat Keselamatan Kerja

Ada beberapa alat perangkat keselamat kapal yang patut untuk dipersiapkan
armada laut utamanya bagi transportasi laut ditinjau dari fungsi, kita bagi menjadi
beberapa bagian besar hal ini menjadi peralatan keamanan yang sangat penting

untuk dilengkapi dalam kapal pelayaran, antara lain:
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a.  Alat-alat penolong (live saving appliance)
b.  Sekoci (life boat) beserta perlengkapnnya
c.  Alat-alat peluncur dewi-dewi (davits)

d.  Pelampung penolong (life bouy)

e.  Baju penolong otomatis (life jacket or life belt)

tidak mengganggu satu sama lainnya pada waktu digunakan. Selain itu ada

beberapa perangkat keselamatan yang digunakan dalam evakuasi kapal dalam hal
terjadi kebakaran ataupun kapal tenggelam berupa : Baju pelampung, Perahu

sekoci, rakit penolong.
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a. Sekoci

Sekoci adalah sebagian dari perlengkapan pelayaran yang harus dipenuhi
pada syarat-syarat pembuatan kapal, termasuk konstruksi, mekanis

perlengkapannya untuk menurunkan dan mengangkat sekoci. Sekoci penolong

adalah jenis sekoci yang terbuka dengan lambang tetap dan disisi dalamnya

s

kotak udara adalh plastik, yang mempunyai sifat yang tidak menghisap air dan

berat jenisnya sangat kecil, yaitu 0,05 Sekoci tinjauan dari fungsinya dibagi 3

bagian : Sekoci penolong, untuk menolong awak kapal apabila terjadi kecelakaan.

Sekoci penyebrang, gunanya untuk mengangkut awak kapal dari tengah laut ke
pantai atau sebaliknya. Pada kapal barang kadangOkadang sekoci ini juga

dipergunakan untuk tongkang-tongkang muatan dari darat ke kapal dan
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sebaliknya dimana kebetulan tidak ada motor boat yang tersedia. Sekoci meja,
untuk memindahkan barang-barang yang berat dan untuk mengangkut
perlengkapan perbaikan kapal. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sekoci
penolong dan umumnya mempunyai dasar yang rata. Ditinjau dari penggeraknya

sekoci penolong dibagi atsa menjadi 4 bagian :

Sekoci penolong yang QIA‘!

v Jpenc: :
/ang ;g’&'nﬁ!l!?' i

b NG
: . S
1 v or g -H'
melipui %':?‘E;Ji {H\
..

&
‘-?.'
$ g

o

Q&
163

2) : erangkat | ko ah penting dalam
aupun ABK kapal hal ini adalah
bagian dari prosedur keselamatn kapal yang perlu untuk diperhatikan
bersama termasuk bagi pihak pemerintah untuk bertindak tegas dalam
melihat dan menangani terwujudnya keselamatan dan kenyamanan

penumpang termasuk ABKkapal dari oknum-oknum yang hanya
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mencari keuntungan dalam transportasi laut tanpa memperhatikan
keselamatan pelayaran kapal.

4.  Kerangka Pikir

N pemerintah dalam
>selamatan pelayaran.

Fokus dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.  Melihat peran pemerintah dalam tata laksana keselamatan pelayaran
pada pelabuhan kapal yang terletak di Kecamatan Botobahari

Kabupaten Bulukumba.
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2. Penelitian ini juga mengarah pada melihat bagaimana prosedur
pelayanan pelabuhan terhadap keselamatan pelayaran yang dilakukan
oleh pihak pengelola pelabuhan.

6.  Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian,

! f’%*}?ﬁ

‘H Y/"'uv‘*\\ "
N

R\
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian adalah kurang lebih dua bulan setelah seminar proposal.

Peneliti melakukan penelitian Kecamatan Botobahari pelabuhan

elitian kuantitatif yang sangat
bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa
yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena.

2. Tipe Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah
deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta

dengan argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk

29
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mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu
keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan
penelitian deskriptif ini sendiri adalah untuk membuat penjelasan secara
sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Namun demikian,
dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian

Ak 'menelitian deskriptif juga dirancang untuk

yang sudah berlangs

digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling. Yaitu suatu teknik
penarikan informan yang digunakan apabila unsur-unsur yang ada dalam lokasi
penelitian tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk ditarik/ dipilih menjadi
informan dalam penelitian ini. Teknik penetapan informan adalah merupakan cara
yang digunakan dalam hal memperoleh data primer untuk bahan penelitian.

Informan dalam penelitian ini di tetapkan dari beberapa unsur, diantaranya dari:



No | Informan Penelitian Jumlah
1 | Petugas pelabuhan tanjung Bira 1 Orang
2 Petugas kapal 1 Orang
3 Penumpang kapal 2 Orang
4 | Nelayan 1 Orang
5 Masyarakat 2 Orang

Jumlah 7 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengum a./\

dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide).

3. Dokumentasi

42

Dokumentasi adalah teknik untuk mengambil data yang di ambil dari

beberapa buku bcaaan maupun dokumen dan foto-foto berhubungan dengan objek

penelitian dilokasi penelitian untuk melengkapi data tentang peran pemerintah
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dalam tata laksana keselamatan pelayaran pada pelabuhan kapal yang terletak di

Kecamatan Botobahari Kabupaten Bulukumba.

F. Teknik Analisis data

Teknik penelitian menggunakan data Kualitatif yaitu semua bahan,

keterangan, dan fakta-fakta yang tidaksdapat diukur dan dihitung secara sistematis

karena wujudnya adalah kete .m/\s

peneliti

alimat dan data) dengan teknik ini

hanya mefig P~5 PﬂUM 4 '-informasi, fakta-fakta,
cele Q" \“( P‘%A‘E 5 44"@ dariypermasalahan yang
/AR \ lh » 0¥
S,
> Nttt/
> a2 A 7
N

catatan dilapangan. Penyajia pakan sekumpulan informasi
tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat

memahami apa yang sedang terjadi dan yang harus dilakukan. Menarik

Kesimpulan adalah memulai mencari data dengan mencari arti benda, mencatat
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keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat

dan proposisi.

G. Pengapsahan Data
Teknik pengumpulan data trigulasi sebagai teknik data yang bersifat

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah

ada. Ada tiga macam trigulasi ya

L,
#'b"-ﬂ‘m KAMND

dengan cara

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Bontobahari adalah salah satu Kecamatan yang berada di

Kabupaten Bulukumba T|m|ra termasuk dalam wilayahnya.
Secara geografis Des i berikut:

Pusat pemerintah berada ungkare yang terletak di jalan propensi,
yang jaraknya dari pemerintahan kurang lebih 40 km, dan jarak dari Ibu Kota

Kabupaten Bulukumba.

Untuk mencapai daerah ini kita cukup menggunakan alat transportasi darat

yaitu pete-pete atau kendaraan bermotor lainnya yang dapat ditempuh dalam
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waktu satu sampai satu setengah jam dari Kota Bulukumba dan 0.5 menit dari lbu

Kota Kabupaten (bonto Bahari)

Seperti halnya di Desa-desa lain di Kabupaten Bonto Bahari, Desa Bira
termasuk didalam dataran rendah yang cocok memang untuk pertanian yang

beriklim tropis suhunya berkisar antara 30C-35C, dimana curah hujan sering

Tinggi tempe

Sumber: Data h’“'”’"“‘-—:;“::;-'——'!

Keadaan tanah di Desa Bira memang sangat tidak ideal untuk daerah
pertanian, dimana sebagian wilayahnya banyak yang kering dan mengandung
sedikit pasir yang tidak cocok untuk tanaman padi. Sebagian lagi daerah
digunakan sebagai lahan peternakan, yang paling menguntungkan penduduk desa

Bira adalah terdapatnya tempat pariwisata.
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1.  Sejarah Singkat Desa Bira

Desa Bira merupakan salah stu desa yang ada di Kecamatan Bonto Bahari,
desa Bira ini terhdiri atas empat dusun yaitus dusun Pungkare, dusun Birakeke,
duun Tanetang, dan dusun Liukang Loe. Bira pertama kali dihuni oleh orang

Tambora menurut sejarah mereka menempati beberapa daerah salah satu

diantaranya adalah desa Bira. Jumlalt g@aduduk deSa bira sebesar 3565 jiwa, luas

desa Bira sekitar 5. 367.

7 <hS MUH,
@\p*ﬂﬁs S,

= \\hnlh.;y ’:-fii
S

|ljf_|1_,i;l* ﬂ ﬁ
s \ .-""

Jumlah penee



Tabel 11

Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Di Desa Bira Tahun 2017
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kepribadian da

seumur hidup.

Desa Bira

No Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
1 0-4 159 153 312
2 5-9 189 187 376
3 10-14 119 135 254
4 15-19 123 278
5 20-24 107 196
6 25-29 199
7 223
8 206
9

10

11

1

Penduduk desa Bira dilihat dari tingkat pendidikan bila dibandingkan pada

masa-masa lalu, pada saat sekarang sudah mengalami kemajuan yang berarti

karena penduduk yang mengetahui baca tulis sudah tinggi (hampir sama). Bila

dibandingkan dengan yang buta huruf. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat

akan pendidikan sudah ada dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah
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memadai terbukti dengan adanya sebuah taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar
((SD) dan sebuah sekolah menengah pertama (SMP) walaupun sebagian hanya
menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Untuk lebih jelasnya keadaan tingkat
pendidikan penduduk desa Bira dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 111
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bira Tahun 2017

Jumlah

46

Tamat SLB A
Tamat SLB B
Tamat SLB C

Sumber: Data Potensi Desa Bira 2017
Dari tabel di atas terlihat bahwa yang sedang sekolah paling tinggi yaitu
sebanyak 646 orang, menyusul yang tamat SD 454 orang, sekolah menengah atas

313 orang, kemudian disusul lagi sekolah menengah pertama 241 orang, untuk
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selanjutnya yaitu orang-orang yang tidak tamat SLTP dan SLTA masing-masing

454 orang.

Jadi dapat dikatakan bahwa desa Bira sudah mengalami perkembangan

hampir semua orang sudah mulai memperkenalkan anaknya betapa pentingnya

sebuah pendidikan, ini terbukti terdapat 646 orang yang sedang sekolah dan itu

banyak juga sebagai pedagang kaki lima dan sebagai pengelola penginapan. Hal
ini didukung oleh sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya sebagai tempat
pariwisata, ini merupakan potensi penduduk jika dikelolah dengan baik. Pada
sektor perikanan, pengrajin, peternak dan pariwisata dapat membuat Desa Bira

jauh dari garis kemiskinan.
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Selain berprofesi sebagai nelayan ada juga masyarakat yang bergerak di

bidang lain seperti wirausaha, pedagang, perusahaan kecil dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV
Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Hidup Desa Bira
Tahun 2017
No Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah
Petani 4 8
2 Pegawai Negeri Sipil 25 45
3 Pengrajin Industri.R 120 230
Tangga
Peternak 4
‘ 671
3
5

mengalami banya

y Jorang pensiunan

a desa Bira sudah

iskinan ini terlihat

bahwa banyak diantara mereka mencari pekerjaan lain selain PNS, dalam artian

bahwa masyarakat desa Bira mempunyai potensi untuk jauh dari pengangguran.
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B. Pelabuhan Penyeberangan Bira
1. Letak Geografis dan hinterland Pelabuhan

Pelabuhan Bira terletak di Kabupeten Bulukumba Provinsi Sulsel pada
Sulawesi-selatan sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Barat, sebelah. Barat

elah timur berbatasan dengan Teluk Bone

berbatasan dengan Selat Makas

Sz O

"'*l[l“‘ &/ -

Sumber : Pelabuhan Bira 2017

Dari table 4.1 diatas dapat di interpretasikan Tingkat arus kunjungan kapal
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Di pelabuhan bira cenderung meningkat di tiap tahunya . ini menggambarkan

bahwa pelabuhan bira semakin tahun semakin Berkembang .

Jadwal Kunjungan Kapal Pada Pelabuhan Bira Tahun 2016/2017

No | Hari Nama Kapal Jumlah
Kunjungan
Senin KMP. 2 Trip
Selasa 2 Trip

1

2 = 3

3 Rabu ' dan KMP Belinda 3 Trip
4 | Kamis 2 Trip
5 | Jumat oy rﬁ Uf f\ 2 Trip
: Ry 144,

7 3

.QQ'% l""" ;}. 58 4,?47“3

3 Trip
-:*-«

16 Trip

Ket

1 2013 Muat
2 2014 6751 Muat
3 ]2015 73.388 7547 3168 4957 7848 Muat
4 | 2016 77.510 8888 3933 5856 8155 Muat
5 |2017 87.648 9509 4006 5868 1832 Muat

Data angkutan yang tiba di Pelabuhan Bira tahun 2013-2017
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No | Tahun | Penumpang | Gol Il Gol 11l | Gol Barang | Ket
(orang) (unit) (unit) v (Ton)
Motor Mobil | (unit)
Bus
1 2013 62.992 3117 3256 Bongkar
2 | 2014 3871 Bongkar
3 | 2015 Bongkar
Bongkar
@R e

kecelakaan diminimalisir manakala ada usaha preventif dari semua pihak agar

tidak tersandung pada batu yang sama. Sebagai gambar Perbandingan antara
kecelakaan diperairan yang disebabkan oleh faktor kesalahan manusia dan faktor

alam.
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b. Upaya Pemecahan Masala

pemeriksaan kecelakaan kapal terdiri dari pemeriksaan pendahuluan oleh
syahbandar dan pemeriksaan lanjut oleh mahkama pelayaran. Sedangkan pada
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran

pasal 245 menyatakan bahwa : kecelakaan kapal merupakan kejadian yang

setiap kecelakaan kapal.

3) Investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk

menentukan kesalahan atau kelalaian atas terjadinya kecelakaan kapal.
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Usaha dalam penyelamatan jiwa di laut merupakan suatu kegiatan yang
dipergunakan untuk mengendalikan terjadinya kecelakaan dilaut yang dapat
mengurangi sekecil mungkin akibat yang timbul terhadap manusia, kapal dan
muatanya. Untuk memperkecil terjadinya kecelakaan di laut diperlukan suatu

usaha untuk penyelamatan jiwa tersebut dengan cara memenuhi semua peraturan-

peraturan yang dikeluarkan onal Maritime Organization), ILO
(international labour o1 i

Union) maupun @

-,
?nf-lqﬁ.?n U

&

&
‘I

Awak kapal, terutama Nakhoda dan para perwiranya harus memenuhi

kriteria untuk dapat diwenangkan memangku jabatan tertentu di atas kapal.
Karenanya, mereka harus mengikuti pendidikan formal lebih dahulu sebelum
diberi ijaza kepelautan yang memungkinkan mereka bertugas di kapal. Awak

kapal yang tahu dan sadar akan tugas-tugasnya akan sangat menguntungkan bagi
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perusahaan. Jika mesin kapal, terawat maka umur kapal dapat lebih panjang, ini

berarti nilai depresiasi/susutan dapat diperkecil.

2. Keselamatan dan Kelayakan Kapal

Indonesia merupakan Benua Maritim yang memiliki keunikan tersendiri

dalam sistem transportasi laut, kian dari aspek teknik dan ekonomi,

perlu dikaji lebih mendalam ada kapal saat ini  banyak yang

sudah tua, sehinggfd dap? nbdl K A ISakan-kerusakan yang tidak

adisi  kapal harus

& ?l\ pelistrikan,

a eksploitasi yang

disebabkan terjadinya delay.

Tentu bukan hal yang mudah untuk mempertahankan kondisi kapal yang
memenuhi  persyaratan dan keselamatan, pencegahan pencemaran laut,
pengawasan pemuatan, kesehatan, dan kesejahteraan ABK, karena ini semua
memerlukan modal yang cukup besar. Di samping itu, usaha-usaha bisnis

pelayaran ini juga memerlukan kerja sama dan bantuan penuh dari pihak galangan
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kapal, sedangkan kondisi galangan kapal saat ini juga dihadapkan pada kelesuan.
Oleh karena itu, sentuhan tangan pemerintah beserta perangkat kebijakannya
sangat di harapkan, terutama aspek permodalan dan penciptaan iklim usaha yang
kondusif, sehingga para pengusaha pelayaran dan perkapalan dapat melaksanakan

rahabilis,replacement maupun perluasan armada kapal.

3. Sarana Penunjang Pelayaran

Selain faktor tek At de | sz A Wr , sarana Bantu
Navigasi Peléyare G- 105 :: 57 g dalam keselamatan

chagai sarana

navigasi

Berdasarkan indicator bangunan dan instalasi berikut hasil wawancara

yang dilakukan oleh pihak petugas pelabuhan tanjung Bira dengan inisial BH

sebagai berikut:

“Untuk bangunan atau instalasi kami tidak memperbolehkan
masyarakat untuk membangun apapun itu, sepanjang lepas pantai
karena hal ini dapat membahayakan pelayaran. .””.(Hasil wawancara
pada tangga 1 juli 2017).



59

Dari jawaban diatas menunjukan bahwa pihak yang terkait meiliki
peran penting dalam larangan membangun sepanjang lepas pantai dapat kita
analisis bahwa hal ini tentunya dapat mempengaruhi aktifitas pelayaran

kapal laut, Bangunan dan instansi adalah instalasi yang berbeda pada suatu

; hw‘.‘,f:; ramhana el . S (
.:;:;f., Kembangnyabs 3 offshore)
sl

dilakukan oleh masyarakat dengan inisial KL setempat sebagai berikut:

“Saya sebagai masyarakat setempat mematuhi aturan-atuuran atau
larangan yang dibuat oleh pemerintah tentang larangan membangun
sebuah bangunan atau semacamnnya karena dapat mengganggu
kapal-kapal yang hendak berlayar. .””.(Hasil wawancara pada tangga
2 juli 2017).
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Dari pernyataan diatas menunjukan masyarakat setempat, sadar akan
bahayanya jika adanya bangunan yang akan dibangun lepas bibir pantai dapat

berakibat fatal bagi kapal-kapal yang hendak berlayar.

2. Pemanduan

Dari indicator pemanduan berikut hasil wawancra yang dilakukan peniliti

oleh pengelola pelabuhan tanje r/\\ inisial BH sebagai berikut:

pﬁ M”H j%awab atas hal ini kami
f—-ur‘*i "h Kl&;“ "7* g. ""'*w ng henda_k_berlabu
Rt _q‘m{ ‘L- ini dapat

q‘ 4ju nantinya”
\\dihhf/

H\‘Q n’\ i -"‘ k,_“ l g jawab
SO BT

Z A\ * .
‘&;‘_ I ﬁ\u‘\ ' oda kapal
hl !rlkk’\" L. L

keahliannya untuk mengendalikan melalui saran atau komando
perintahannya kepada nahkoda sehingga kapal dapat melayari suatu perairan

dengan selamat.

Perairan pandu dialokasikan untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan

ketertiban maupun kelancaran lalu-lintas kapal pada wilayah perairan tertentu.
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Selain dari hasil wawancara diatas berikut wawancara yang dilakukan peneliti

oleh salah satu petugas dengan inisial HR kapal sebagai berikut:

“Setau saya memang ada pemanduan oleh pihak pengelola terkait
terhadap perjalanan kapal laut, saya kira dengan dipandunya kapal
yang berlayar memudahkan kami sampai ketujuan dan itu menjadi
bentuk keselamatan kita. (Hasil wawancara pada tangga 3 juli 2017).

aman jika dengan adanya pemanduan kapal yang dilakukan oleh pihak pengelola

dikarenakan untuk memanilisir terjadinya yang tidak diinginkan. Berdasark n
dari indicator pemanduan berikut faktor yang mempengaruhi penetapan perairan
tertentu menjadi perairan pandu antara lain :

a.  Pola Pengelolaan Alur Pelayaran Pada dasaranya alur dilakukan guna

mendukung kelancaran lalu-lintas laut dengan memperhatikan aspek
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keselamatan dan keamanan pelayaran serta aspek lingkungan dimana setiap
tahunnya terjadi peningkatan aktivitas traffik sesuai dengan peningkatan
kebutuhan akan angkutan laut.

Dampak belum terlaksananya pengelolaan alur pelayaran antara lain

terjadinya kecelakaan dan kandasnya kapal dibeberpa alur pelayaran yang

disebabkan tidak terp pingkatan kepadatan traffik dan kondisi
isi i ap perilaku gerakan air laut dan

dsnya yang

wisata, pengeboraban-minyak; pipa/kabel bawah lut ataupun pelabuhan.
Penetapan peruntukan wilayah laut harus diikuti dengan Kkesiapan
pemberian petunjuk dan pengenalan wilayah laut tersebut dengan Sarana
Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) serta dituangkan pada peta laut. Fungsi

SBNP adalah sebagai penentu posisi kapal dan menunjukan wilayah yang
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aman bagi kapal yang berlayar dan juga tanda perbatasan serta
pemberitahuan tentang adanya bahay dan rintangan kenavigasian.

b. Kondisi Graffik Perkembangan perekonomian selalu diikuti oleh
peningkatan traffik serta perkembangan teknologi kapal dan informasi
sehingga hal ini menjadi tantangan bagi penyelenggaraan alur pelayaran.
Beberapa kasu kecelakaan baik tubrukan ataupun kandas kapal
menunjukkan .-"/ \‘u- pelayaran beserta fasilitasnya

< pq MU Ha, \

“ FKAS oA

| ot \\"‘" h-fl
"-..‘.‘.{-' “‘*—*3 w

sehingga

3.

Pola pengembangan alur pelayaran merupakan kawasan alur berlayar

ditetapkan oleh batas-batas yang ditentukan secara jelas berdasarkan koordinat
geografis serta dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan
pelayaran. Masalah yang mendasar dalam penetapan alur pelayaran adalah

penetuan kawasan alur yang kurang mempertimbangkan berbagai aspek teknis
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dan ekonomis serta keterpaduan aktivitas kelautan sehingga fungsi alur sebagai
jalur transportasi menjadi tergangu sehingga belum menjamin untuk keselamatan
berlayar serta effisien dalam melayaninya.

Berdasarkan pada indicator pada Pola pengembangan alur pelayaran berikut

hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak pengelola petugas pelabuhan dengan

inisial BH sebagai berikut:

ilalui transportasi laut
ksud hal itu dapat
wawancara pada

keselamatan dan kelancaran berlayar serta effisien dalam peyelenggaraannya.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pengebangan potensi laut
menibulkan keanekaragaman aktivitas di perairan (laut dan pesisir) yang
menghasilkan produktivitas sumberdaya alam dengan memafaatkan berbagai

kemudahan dalam penggelolaannya akan menimbulkan pemusatan.



65

Selain dari hasil wawancara diatas berilkut hasil wawancara yang
dilakukan salah satu petugas kapal dengan inisial HR sebagai berikut:

“Mengenai jalur transportasi sebaiknya agak lebih diawasi kami lihat
banyak kapal-kapal yang biasanya berada dijalur perlintasan kapal yang
bermuatan penumpang, kita tidak tau tentang masalah-masalah yang akan
timbul nantinya” (Hasil wawancara pada tangga 3 juli 2017).

Dari penjelasan diat an masih adanya kapal-kapal kecil atau
perahu nelayan yang meng an_kapal laut yang bermuatan
penumpang hal it 4?\5 MUH“{! \l portasi selain itu

NI
: t Kapal-Kar P:« yang.diwatirka '{f 1*0lah berpapasan
W 0,

peyelenggaannya.

Penetuan dan pengaturan alur peleyaran seperti dilaut, sungai, danau serta
peyelenggaraannya dan juga pengaturan sistem rute dan tata cara beralulitas perlu
diprongramkan guna kelancaran dan keselamatan berlayar di samping megatur

masalah bangunan atau instalasi di perairan khususnya di alur pelayaran.
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Penetapan sistem rute dan tata cara beralulintas. Berikut hasil wawancara yang

dari salah satu masyarakat nelayan dengan inisial BR sebagai berikut:

“Kami sebagai nelayan wajar-wajar saja jika melintas sepanjang laut yang
dilalui kapal-kapal besar, kami tentunya tau jika ada kapal besar yang
hendak sandar dipelabuhan tentunya kami menghindar dan mencoba
mengambil jalur lain. (Hasil wawancara pada tangga 5 juli 2017).

Dari pernyataan diata' bahwa para masyarakat nelayang

alu lalang dekat
2 kecelakaan yang
asyarakat. (Hasil

dasarnya perahu-perahu nelayan biasanya berada pada jalur perlintasan kapal
berkapasitas besar tetapi dalam hal ini menurut hasil wawancara diatas belum
pernah ada kejadian kecalakaan anatara perahu besar dan perahu nelayan
masyarakat setempat. Oleh karenanya penetapan alur harus betul-betul dalam

pengawasannya walaupun belum ada laporan kecelakaan yang terjadi. apabila
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dilihat dari aspek keselamatan dalam penentuan jalur pelayaran adalah bertujuan
untuk memperoleh jalur pelayaran kapal yang ideal dan dapat memenuhi
perlindungan terhadap berbagai kepentigan aktivitas pegelolaan di laut.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah menimbulan

peningkatan jumlah kunjungan kapaldan dimensi kapal oleh karnaya pasilitas alur

perairan serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan (limbah kapal) ataupun
bahaya penyalagunaan oleh penguna aluryang dapat mengaggu kestabilan pelayar
masalahnya alur pelayaran hanya tergambar di peta laut dan pemberian beberapa
SBNP tersebut. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada mayarakat maritim

tentang keberadaan alur tersebut agar tidak terjadih tumpang tindih dalam
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pemanfaatan perairan seperti kegiatan nelayan ataupun off shore di alur yang

dapat menimbulkan kecelakaan bagi kapal yang berlayar.

Tujuan penetapan adalah untuk memperoleh alur pelayaran yang ideal dan
memenuhi berbagai aspek kepentigan keselamatan dankelancaran berlayar serta

effisien dalam peyelenggaraan . kawasan lur pelayaran ditetapkan oleh batas-batas

yang ditentukan secara Jelas herl ordinat geografis serta dilengkapi
dengan fasilitas keselg \
// <hS MU
Q_-“hﬂﬁhs \2yar: 'p jai, danau serta
O

- k\mlih,y/
NS R~

M lintas perlu

bagian dari

yang sekiranya

=

apal diperairan

laut lepas. Dari indicator Wawancara yang dilakukan peneliti

oleh salah satu petugas kapal dengan inisial BH sebagai berikut:

“Penggunaaan teknologi yang sangat canggih memang dibutuhkan dalam
system kenavigasian kapal kami mempermudah arah berlayarnya yang
hendak dituju selain itu bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tentunya
pihak terkait langsung merespon dan memberikan pertolongan kepada kami
jika terjadi suatu musibah-musiabah yang sewaktu-waktu akan terjadi dilaut.
(Hasil wawancara pada tangga 1 juli 2017).
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Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa penggunanaan teknologi sanagat
dibutuhkan dalam pengoporasian perkapalan atau pelayaran yang dapat
memberikan rasa keamanan bagi kapal jika hendak berlayar, melalui perpaduan

unsur teknologi dan informasi yang cukup tinggi akan mampu menghadirkan

peralatan kenavigasian bukan hanya sekedar alat pengaman dan komunikasi

memiliki alat teknologi yang dipergunakan untuk pemantauan kapal yang hendak
berlayar tentunya dengan hal ini pihak pelabuhan saling berkordinasi dengan
nahkoda kapal tentang laju perjalan yang mereka tempuh untuk keselamatan dan
pengawasan antara petugas pelabuhan tanjung Bira dengan nahkoda kapal.
Teknologi dan informasi dapat memberi peluang kepada pengguna jasa untuk

mendapatkan pelayanan vyang lebih baik yang dampak lanjutnya akan
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meningkatkan kelancaran transportasi laut. Perkembangan demi perkembangan
sangat diharapkan dari teknologi dan informasi seperti munculnya AIS ataupun
VTIS yang akan memudahkan kegiatan pegamatan laut dalam memantau
keamanan dan keselamatan laut. Konvergensi teknologi merupakan hal yang

dapat dihindari dan harus dapat diakomondasikan serta dimanfaatkan dan di

tanggapi secara positif dalam bentuk‘Jévesuaian maupun peningkatan menejemen

dan peralatan serta SD

an yang aman perlu
a. Fasilitas prasarana
dan sarana yang sesuai dengan rencana dan persyaratan kapal yang melalui
wilayah perairan tersebut seperti panjang dan dimensi alur, banyak tikungan,
kondisi alam dan teknis pereiran, bahaya navigasi dan cuaca serta sistem

perambuan.
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Mengaktifkan sebuah institusi secara meyeluruh yang dikaitkan dengan
tugas dan fungsi kenavigasian sesuai dengan amanat undang-undang nomor 21
tahun 1992 tentang pelayaran bukanlah hal yang mudah bahkan tak semudah yang
digambarkan atau pun direncanakan diatas kertas.hal inilah yang dirasakan oleh

direktorat kenavigasian yang sejak awal sudah menyadari beratnya tanggung

jawab dan harapan yang d

kewajiban dari mandateft eiiSiwperaturan internasional serta
rumitnya masalah :hﬁ MIJH« ‘@
| /4;3- MAS S4,

b S o / is
“u\ ;,L:“; aal ;&

oleh ketentuan undang-undang ataupun

dwancara yang

PR In LA ICN .
__miu-*. :I-u. ---;1"""wr <ape k l itu sangat

"I‘L;_ ff /F..‘"i irﬂﬂ \ eiil pelayaran perkapalan.

ini menjadi perang penting asr—dan alur perlintasan kapal.Dalam
menghadapi iklim dan era informasi kimunikasi nafigasi khususnya dibidang
pelaya ran maka peyelenggaraan kenavigasian perlu ditingkatkan kapasitas dan
kemampuan melalui pemanfaatan teknologi satelit dengan penyediaan sistem
informasi navigasi yang memenuhi standard tertinggi guna memastikan ketelitian

ataupun peningkatan akurasiposisi dalam wilayah tertentu. Sistem tersebut dapat
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dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang segera dapat menentukan posisi
kapal di seluruh dunia serta kapabilitas waktu dan kecepatan untuk memakai

multi-moda transportasi.

Berdasarkan UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan bahwa

kenafigasian adalah kegiatan yang berkaitan dengan sarana bantuan nafigasi

pelayaran (SBNP), telekom lv:'A"L aran (telkompel), hidrofgrafi dan

meteorologi, alur danspc

7 <pS MUH4
kerangka kapa ri-caivage,da AS N6 4’"‘\ air  (PBA) untuk
kep m&;P‘ 4 4@3\

tancaran - linas !t

si pemandu, penanganan

pelayaran sesuai urutan prioritasnya dan wajib memenuhi ketentuan peyiar berita

antara lain berita marabahaya, meteorologi dan siaran tanda waktu sandar bagi
kapal yang berlayar di perairan indonesia. Pemasangan SBNP yaitu sarana yang
dibangun atau terbentuk secara alami yang berada diluar kapal dan berfungsi
membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta

memberi tahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan
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keselamatan pelayaran dilakukan guna memberi petunjuk terhadap zona terlarang

yang tidak bole dimasuki oleh setiap kapal yang lewat daerah tersebut.

Pembagunan telekomunikasi pelayaran dimaksutkan agar setiap
pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan

informasi dalam bentuk apapun sistem kawat, opti, radio ataupunsistem

ak pelayaran yang merupakan bagian

4 ';qim

“f.'b'

Ry
kecelakaan apéf ’S""Am g&'ﬂﬁp‘ peyusunan fasilitas
pengembangan fasilitas pelabuha elamatan pelayar dan fasilitas alur

pelayaran terhadap peningkatan kepada traffik.

SBNP merupakan fasilitas keselamatan pelayaran yang meyakinkan kapal
untuk berlayar dengan selamat, effisien, menetukan posisi kapal, megetahui arah
kapal yang tepat dan megetahui posisi bahaya dibawa permukaan lautdalam

wilayah perairan laut yang luas . fasilitas SBNP tidak hanya digunakan untuk
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untuk transportasi laut namun juga digunakan untuk membangun kelakuan dan
layanan. SBNP diperlukan sebagai tanda bagi para navigator yang di pergunakan
sejak adanya pelayaran meyembrang laut dan menyusur pantai dalam rangka

melakukan kegiatan niaga ataupun perang.

D. Peranan Pemerintahan dalam Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Bira

amatan Pelayaran di Pelabuhan Bira

pemerintah dalam
Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Bira berusaha mengupayakan serta
mengikuti standar aturan yang berlaku untuk memenuhi keselamatan kapal,
dengan adanya peran pemerintah seperti itu hal ini menunjukkan pemerintah yang
terkait bekerja dengan tugas dan fungsinya hal itu menjadi sebuah tanggung jawab

penting seacra bersama dalam keselamatan pelayaran di Pelabuhan Bira. Dengan
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demikian dukungan pemerintah terhadap keselamatan pelayaran dan fasilitasnya
tidak datang dengan sendirinya namun kebutuhan dan kepercayaan masyarakat
akan keselamatan pelayar serta sosialisasi lebih berperan. Sesuai dengan PP
nomor 81 tahun 2008 tentang kenavigasian dimana direktorat kenavigasian

direktorat jenderal penghubungan laut yang berperan dan bertanggung jawab

terhadap fungsi keselamatan pelayz ikenal ataupun di akui berbagai

una jasa namun untuk

pihak instansi pemerintafai

! g ‘E{;ﬁ}f :'E;.'uﬁr:r :‘;‘-ﬂ._ K 2 : an hal itukan
¥ %g;ri.i l‘m\. - 34Ul 2017).
L

w};& @ fy sudah berupaya
Uk : 1;;\ aupun penumbang
| | USTAKAAN OF

kita dapat lihat dari.system T aka lakukan terhadap kapal yang

hendak berlayar hal itu menjadi acuan bahwa pemerintah terkait berperan penting

melakukan t o,\ &ﬁﬁ.

dalam arah berlayarnya dan kesalamatan pada kapal yang hendak berlayar.
Melaksanakan fungsih pelayaran bukan hal yang mudah Yang harus diikuti oleh
semua intansi dan ditunjang dana yang cukup serta kesedaran semua pihak
termaksut masyarakat penguan serta pesisir dankelautan. Untuk itu yang perlu

dilakukan adalah membangun menejemen dan aturanya, mendorong pemerintahan
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melakukan trobosan atau reformasi, mewujutkan fasilitas sarana dan prasarana
keselamatan pelayaran serta membangun Kkepercayaan ataupun kesadaran
masyarakat danmemacu pembentukan payung aturan. Keselamatan pelayaran

merupakan kebutuhan sehingga perlu segera diwujutkan dan menejemen serta

fasilitas sarana dan prasarana.

ngkin selalu
ang mau
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan

bahwa dalam Prosedur tata Iatan pelayaran pada pelabuhan bira
ikalg isntansi, pemandu, kenavigasian,

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat pula saran yaitu bagaimna
pihak pengelola pelabuhan lebih melakukan pengawasan atau aturan yang tegas
dalam penentuan jalur kapal karena melihat masih adanya kapal-kapal nelayan

yang biasanya melakukan aktifitas sepanjang daerah garis pantai pelabuhan
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tanjung Bira dikarenakan dapat menggangu alur jalur kapal penumpang yang

sewaktu-waktu yang dapat mengakibatkan kecelakaan
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